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PUTUSAN 

Nomor  493/Pdt.G/2021/PA.Pyb 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa  dan  mengadili 

perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama  dalam persidangan Majelis 

telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara isbat 

nikah dan cerai gugat antara:  

PENGGUGAT,  Nik  1213104203850001,  Tempat/Tgl  lahir  Simangambat  02 

Maret  1985,  Agama  Islam  Pendidikan  SD  Pekerjaan 

xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxx TB 

Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Mandailing Natal, 

dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada  Advokat,  S.H.I., 

Advokat yang berkantor pada Kantor  Advokat, S.HI & 

Rekan (SHD), yang beralamat di Jalan Willem Iskandar 

No  3  Parbangunan  I,  Panyabungan,  Mandailing  Natal 

Prov.xxxxxxxx xxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 

Nomor: 099/SHD/XI/2021 tertanggal 08 November  

2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

MELAWAN 

TERGUGAT,  tempat  lahir  Sopo  Batu,  12  Agustus  1982,  agama  Islam, 

pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxx  xxxx  xxxx  

Kecamatan  xxxxxxxxxxx  xxxx  Kabupaten  Mandailing 

Natal; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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 DUDUK PERKARANYA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November  

2021  telah  mengajukan permohonan  cerai  gugat  yang  telah  didaftar  di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor 

493/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 09 November  2021 dengan dalil-dalil  

sebagai berikut: 

1. Bahwa  pada  tanggal  30  Januari  2013  Penggugat  dan  Tergugat  telah 

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Simangambat 

TB Kecamatan xxxxxxxxx Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah 

ayah kandung Penggugat bernama  Ahmad Nasution, dan saksikan oleh 

dua  orang  saksi  bernama  Nasar  Lubis dan  Erdin  dengan  mahar berupa 

uang sebesar Rp. 3.000 000 (tiga juta ribu rupiah) di bayar tunai; 

2. Bahwa  pada  saat  akad  nikah  Penggugat  berstatus  gadis  dan  Tergugat 

berstatus perjaka; 

3. Bahwa  setelah  melangsungkan  pernikahan  Penggugat    dan  Tergugat 

tinggal bersama di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan 

Panyabungan  Utara  kemudian  sekarang  tinggal  pada  alamat  masing-

masing diatas; 

4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah 

bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  ad-dukhul),  dan  telah 

dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zaki (laki-laki), tanggal lahir 

26 Desember 2013 saat ini tinggal dengan Penggugat;  

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  terjadi  sejak  bulan 

November 2013 sampai dengan bulan Februari 2017; 

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

dengan Tergugat adalah sebagai berikut : 

6.1 Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir 

6.2 Tergugat sering tidak tidur dirumah 

6.3 Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai seorang isteri 

7. Bahwa  punjak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan 

Tergugat adalah terjadi pada bulan Februari 2017 yaitu terjadi 

pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain kemudian 

perselingkuhan  Tergugat  dengan  wanita  lain  tersebut  sudah  lama  dan 

Tergugat tidak mau lagi bersama dengan Pengugat dan pada saat itu juga 

Tergugat pergi dari rumah bersama sampai dengan sekarang; 

8. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas  maka  Penggugat    merasa 

rumah tangga antara Penggugat  dengan Tergugat tidak dapat 

dipertahankan  lagi  karena  telah  didamaikan  namun  tidak  berhasil  dan 

Penggugat berkesimpulan memilih bercerai dengan Tergugat; 

9. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan 

ikatan perkawinan dengan Tergugat, dan Tergugat sekarang sudah 

menikah dengan wanita lain.  

 Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, 

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama panyabungan cq. 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan 

putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMAIR; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 

2. Menetapkan sah  perkawinan Tergugat (Muhammad  Togu Sakirin bin 

Mukmin)  dengan  Penggugat  (Sakdiah  binti  Ahmad)  yang  dilaksanakan 

pada tanggal 30 Juli 2013  di xxxx xxxxxxxxxxx TB Kecamatan xxxxxxxxx 

Kabupaten Mandailing Natal; 

3. Menjatuhkan    talak    satu    ba'in    shughra    Tergugat    (Muhammad  Togu 

Sakirin bin Mukmin) terhadap Penggugat (Sakdiah binti Ahmad); 

4. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat yang bernama 

Muhammad Zaki (laki-laki), tanggal lahir 26 Desember 2013 

5. Membebankan    kepada    Penggugat  untuk    membayar    semua    biaya  

yang  timbul akibat perkara ini; 

SUBSIDAIR: 

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

  Bahwa  pada  tanggal  10  November  2021,  sebelum  hari  dan  tanggal 

persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Panyabungan telah 

mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara 

Penggugat dan Tergugat; 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat  

didampingi  kuasanya  telah  datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan 

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang 

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun 

berdasarkan  surat  panggilan  (relas)  Nomor  493/Pdt.G/2021/PA.Pyb  yang 

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa, Penggugat telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap 

pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan 

syarat  kuasa  yang  terdiri  dari  surat  kuasa  bermeterai  telah  terdaftar  pada 

kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada 

Pengadilan  Agama  Panyabungan  dengan  memuat  nama  pihak  dan  telah 

menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita 

acara pengambilan sumpah advokat; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat 

dengan cara menasehati Penggugat  agar tetap rukun dalam rumah tangga 

dengan mencabut gugatannya namun tidak berhasil; 

Bahwa  proses  mediasi  sesuai  ketentuan  Perma  No  1  Tahun  2016 

tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir di muka sidang; 

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti berupa Saksi, yaitu: 

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, 

tempat kediaman di Desa Simangambat TB, Kecamatan xxxxxxxxx, 

Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi 

merupakan Ayah Kandung dari Penggugat; 

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada 

tahun 2013; 

- Bahwa,  sesaat  sebelum  menikah  Penggugat  berstatus  perawan  dan 

Tergugat berstatus jejaka; 

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat 

adalah  ayah  kandung  Penggugat  bernama  Ahmad  Nasution,  dan 

dihadiri  dua  orang  saksi  yang  di  tunjuk  bernama  Nasar  Lubis  dan 

Erdin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000 000 (tiga juta 

ribu rupiah) di bayar tunai; 

- Bahwa,  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  dilaksanakan  menurut 

syari’at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam; 

- Bahwa,  antara  Penggugat  dan Tergugat  tidak  ada  hubungan nasab, 

hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan 

pernikahan begi Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Saksi hadir saat pesta Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak; 

- Bahwa  Saksi  tidak  pernah  menyaksikan  Penggugat  dan  Tergugat 

bertengkar; 

- Bahwa saksi tau dari cerita Penggugat; 

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena 

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga dan sering 

main judi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama 

kembali; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  didamaikan  akan  tetapi  tidak 

berhasil; 

- Bahwa  Saksi  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat 

kembali; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, 

tempat kediaman di Desa Simangambat TB, Kecamatan xxxxxxxxx, 

Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi 

merupakan Paman dari Penggugat; 

- Bahwa  Saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada 

tahun 2013; 

- Bahwa,  sesaat  sebelum  menikah  Penggugat  berstatus  perawan  dan 

Tergugat berstatus jejaka; 

- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat 

adalah  ayah  kandung  Penggugat  bernama Ahmad  Nasution,  dan 

dihadiri  dua  orang  saksi  yang  di  tunjuk  bernama  Nasar  Lubis  dan 

Erdin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 3.000 000 (tiga juta 

ribu rupiah) di bayar tunai; 

- Bahwa,  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  dilaksanakan  menurut 

syari’at Islam, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam; 

- Bahwa,  antara  Penggugat  dan Tergugat  tidak  ada  hubungan nasab, 

hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan 

pernikahan begi Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa Saksi hadir saat pesta Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak; 

- Bahwa  Saksi  tidak  pernah  menyaksikan  Penggugat  dan  Tergugat 

bertengkar; 

- Bahwa saksi tau dari cerita Penggugat; 

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena 

Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga dan sering 

main judi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama 

kembali; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  didamaikan  akan  tetapi  tidak 

berhasil; 

- Bahwa  Saksi  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat 

kembali; 

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan dan  mohon putusan; 

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang 

tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang 

tak terpisahkan dengan putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat 

adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan    Pasal  49  ayat  (1)  dan  (2)  serta 

penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan 

Agama    dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun 

2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa  pemberian  kuasa  khusus  para  Penggugat  dan 

Tergugat  kepada  advokat  telah  memenuhi  kelengkapan  syarat  formil  dan 

materil  dari  kuasa  sebagaimana  telah  diatur  dalam  SEMA  nomor  6  tahun 

1994  dan  Pasal  4  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2003  tentang 

Advokat;    

Menimbang,  bahwa  dari  posita  permohonan  Penggugat,  Penggugat 

dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama 

Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan 

Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di 

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil 

atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya 
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karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i’ dari Kitab 

Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 : 

                هل قح ل  ملظ وهف بجي ملف نيملسمل ماكح نم مكاح ىل يعد نم

Artinya:    “Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  di  dalam  persidangan 

sedangkan  orang  tersebut    tidak  memenuhi  panggilan  tersebut, 

maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya”  

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan 

sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak 

jawabnya  sehingga  perkara  ini  dapat  diperiksa  tanpa  hadirnya  Tergugat 

(verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg 

Jis.  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974    tentang 

perkawinan  Jis.  Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, 

Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar 

kembali  rukun  sebagai  suami  isteri  guna  membina  rumah  tangga  dengan 

baik, akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh  karena   Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  

persidangan,  maka    proses    mediasi    sebagaimana  diamanatkan    oleh  

Peraturan    Mahkamah    Agung    RI    (PERMA)    Nomor    01    Tahun    2016 

tentang  Prosedur Mediasi  di Pengadilan, tidak    dapat    dilaksanakan  dalam  

perkara  ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah 

Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2015 huruf  C  angka  3  yaitu  putusan  yang 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata 

khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka 

berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidak hadiran 

Tergugat  dalam  perkara  ini    dapat  dianggap  sebagai  pengakuan  secara 
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diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg  serta Pasal 1865 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada 

Penggugat;  

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  petitum  gugatannya  angka  2 

memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  menyatakan  sah  perkawinan  antara 

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi 

Penggugat di  bawah  sumpahnya  yang  mana  para saksi  tersebut telah 

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 

175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa  pada  tahun  2013  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan 

pernikahan  menurut  agama  Islam  di  Desa  Simangambat  TB  Kecamatan 

xxxxxxxxx Kabupaten Mandailing Natal; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat 

adalah  ayah  kandung  Penggugat  bernama    Ahmad  Nasution,  dan  dihadiri 

dua  orang  saksi  yang  bernama  Nasar  Lubis  dan  Erdin  dengan  mas  kawin 

berupa uang sejumlah Rp. 3.000 000 (tiga juta ribu rupiah) di bayar tunai; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat juga disaksikan oleh 

masyarakat setempat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa,  status  Penggugat  adalah  gadis  sedangkan  Tergugat  adalah  jejaka 

pada saat keduanya menikah; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  memiliki  hubungan  nasab, 

hubungan  semenda  maupun  sesusuan  yang  menjadi  larangan  pernikahan 

bagi Penggugat dan Tergugat; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar 

persetujuan Penggugat dan Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  perjanjian  nikah  dan 

setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah  memiliki  Buku  Nikah  dari 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang saat ini Penggugat 

sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama 

Panyabungan, guna untuk mengurus perceraian; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  pernikahan 

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  memenuhi  rukun  adanya  wali  dan  saksi 

dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang 

diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal : 

نْ ْْ ْْْ عَ ناَ رَْ مْ  صَْيْ ن ْْ ب نِْْْ عِ ْْْ حُ نِْ ْ ْْ عَ بِْيِْ ْْْ ص نلََ لَ ْْْ لَْْْ :قَْ حْاَ كَْ لََْْْْ نِ يْ  ْْ اِ لِْ ْ بِْوَ ْْ ىْ وَ  شَهْاِْدَ
دْ ل ْْ  عَ

Artinya :  Dari  Imron  bin  Hushain  dari  nabi  saw.  Bersabda:  tidak  ada  nikah 

kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil; 

Pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  juga  telah  dilangsungkan  dengan 

adanya mahar yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat 

sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 4:  

ةلحن   .....      نهتقدص ءاسنل اوتأو

Artinya :  berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan; 

Selama  pernikahan Penggugat dengan  Tergugat berlangsung  tidak  ada 

pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat 

dengan Tergugat, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih 

oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:  
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دَْْا  نْْ هُْْوَْع ِ ا َ سَْنًْفْ مُْْوْْنَْح َ سْْلِْ مُْ لْ ْ ا َْأَ سَْنْ  مَْر هللِْح َ  

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”; 

Menimbang,  bahwa  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah 

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi 

Hukum  Islam,  telah  memenuhi    Pasal  30  dan  pasal  33  ayat  (1)  Kompilasi 

Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan 

sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. 

Pasal  8,  9,  10,  dan  satu  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang 

Perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah 

dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang 

dilangsungkan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  telah  memenuhi  persyaratan 

formil  dan  materil  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam  dan  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga petitum  

Penggugat tentang pengesahan nikah dapat dikabulkan sesuai dengan 

ketentuan  Pasal  7  ayat (3)  huruf [e]  Kompilasi  Hukum  Islam  sehingga 

perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya; 

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh  Penggugat untuk 

penyelesaian perceraian Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  petitum  gugatannya  angka  3 

memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan  talak  satu  ba'in 

 shughra  Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak 

harmonis  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  pertengkaran 

yang  terus  menerus  sehingga  tidak  ada  lagi  kerukunan  dan  keharmonisan 

serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga; 

 Menimbang, bahwa diantara saksi Penggugat tersebut adalah 

keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat maka maksud Pasal 134 

Kompilasi  Hukum  Islam  dan  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  83 

K/AG/1999 telah terpenuhi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman  12 dari 19 hal Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pyb 

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan 

berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan 

antara  keterangan  saksi  yang  satu  dengan  keterangan  saksi  yang  lainnya 

saling  berhubungan  dan  bersesuaian  karenanya  keterangan  saksi  tersebut 

telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai 

pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi  Penggugat 

bahwa antara  Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah 

dan belum pernah bercerai; 

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan 

menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis; 

Menimbang,  bahwa  menurut  saksi kedua  Penggugat telah  terjadi 

pertengkaran; 

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat penyebab perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat 

kurang  bertanggung  jawab  masalah  nafkah  keluarga  dan  mengkonsumsi 

narkoba; 

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari 

perselisihan  dan pertengkaran  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat 

sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017, antara keduanya sudah tidak 

menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan 

kewajiban masing-masing sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa  para saksi Penggugat memberikan keterangan 

bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di 

atas  dan  dihubungkan  dengan  keterangan  Penggugat  maka  Majelis  Hakim 

menemukan fakta hukum sebagai berikut: 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup  bersama  dalam  satu 

rumah tangga sebagai suami istri yang  terikat perkawinan yang sah 

menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai; 

- bahwa, keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya rukun dan harmonis; 
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- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang nyata; 

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017; 

- bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  hidup  bersama 

kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan 

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi 

dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya 

masing-masing sabagai suami istri; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal  39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu 

perceraian  harus  ada  cukup  alasan  dimana  suami  istri  tidak  akan  dapat 

hidup  rukun  sebagai  suami  istri  dan  pengadilan  telah  berusaha  dan  tidak 

berhasil mendamaikan  kedua  belah pihak  sebagaimana  maksud pasal 143 

ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas 

terdapat  unsur-unsur yang  harus  dipenuhi  untuk  terjadinya  perceraian  baik 

cerai gugat maupun cerai gugat yaitu : 

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus. 

- Perselisihan  dan  pertengakaran  yang  menyebabkan  suami  istri  sudah 

tidak ada harapan untuk kembali rukun. 

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil. 

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu 

persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan 

Tergugat  dipandang  telah  memenuhi  unsur-unsur  untuk  dapat  terjadinya 

suatu perceraian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan 

fakta  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  pertengkaran, 

sehingga unsur pertama telah terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terbukti  pula  bahwa  akibat  dari 

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  antara  Penggugat  dan 
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Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  tahun  2017  dan  selama  berpisah  sudah 

tidak  terjalin  komunikasi  serta  sudah  tidak  saling  mempedulikan  dan  tidak 

ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim 

berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara 

Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah 

terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  Mejelis  Hakim  telah  berupaya    mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap 

persidangan  sesuai  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  undang-undang 

Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradialan  Agama  dengan  perubahannya  jo 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 

143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya 

menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya 

namun tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai 

dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim 

berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa  tujuan  pernikahan  untuk  mewujudkan  keluarga 

yang  sakinah  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  yang  terdapat  dalam 

Alqur’an Surat Al-Rum ayat 21: 

 ْ قَْ لَْ نْْْخ َ هِْْأ َ تْاِ ْ  وَْمِْنْْيآ َ مْْ كْنَُ يْْ بْ َ لَْ عَْ ا َْجَ هَْْو يْْ لَْ اوِ  إْ نُْ تَْسْْكُْ ا ِ لْ مْْْأ َْزْْوَْجاً فُْسِْكُْ نْْ مْ ِْنْْأ َ مْْ كُْ ْ  لَ ةًْ مَْوَْدََ

 ْ نوَ تَْفَْكََْْرُْ يْ َ قَْْوْْمٍ لْ ِ تاٍ كَْْيل َْ لِْ يَ  ذْ فْ ِ نََْ إْ ِ مَْْةً رَْحْ  وَْ

Artinya:  dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu 
rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi 

pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum 

syar’I bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat 
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dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, 

bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan 

menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam Kitab 

Al-Bayan  halaman  38  yang  oleh  majelis  diambil  alih  menjadi  pendapatnya 

yang berbunyi: 

 ْ حِْ صَْْلِ مَْ بِْلْ   ْ لْْ جْ  َ ىْلَ م َ عْ دََْ قَْ د ُ مْ فَْسْاِ مَْ لْ ْ د َْرْْءُ
 

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik 

(mempertahankan) kebaikan;  

 

 

 Artinya : “Apabila  dua  mafsadah  bertentangan,  maha  perhatikan  mana 

yang  lebih  besar  mudaratnya  dengan  mengerjakan  yang  lebih 

ringan mudaratnya”; 

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya  yang 

tertuang  dalam  Sunan  Ibnu  Majah,  Kitab  al-Ahkam,  Hadits  nomor  2331 

menyatakan : 

ْ  لَْ  ْ  وَْلَْ  ضَْرَْرَ رَْراَ  ضِْ
Artinya:    Tidak  boleh  memudharatkan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula 

membahayakan orang lain; 

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang 

berbunyi: 

 عفانمل بلج ىلع مدقم راضمل عفد  
Artinya:    “Mencegah  yang  membahayakan  itu  lebih  diprioritaskan 

daripada meraih keuntungan” 

Menimbang,  bahwa  tujuan  pernikahan  adalah  mencapai  keluarga 

sakinah dan mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum 

tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat 

diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang 

didalamnya  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  akan  sulit  untuk 

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang 
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seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya 

akan  menimbulkan  kemudharatan  dan  perselisihan  yang  berkepanjangan 

dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua 

belah  pihak  bahkan  terhadap  pihak  lainnya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan 

pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni 

Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutus perkara ini yang menyatakan: 

 و حلص لو حصن هيف عفني ملو ةيجوزل ةايحل برطضت نيح قلطل ماظن ملسلا راتخا دق

 دحأ ىلع مكحي نأ  هانعم رارمتسلا نل حور ريغ نم ةروص ةيجوزل ةطبرل حبصت ثيح

 .ةلدعل حور هابأت اذهو  دبؤمل نجسلب نيجوزلا

Artinya:  “Islam  telah  memilih  lembaga  perceraian  ketika  kehidupan 

rumahtangga  telah  goncang  serta  sudah  dianggap  tidak  bermanfaat  lagi 

nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, 

karenanya  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu  pihak 

dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang 

bertentangan dengan rasa keadilan”; 

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai 

hormat-menghormati,  setia  dan  memberi  bantuan  lahir  bathin  yang  satu 

kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974  tentang  Perkawinan  jo  Pasal  77  huruf  (a)  dan  (b)  Kompilasi  Hukum 

Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim 

berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat 

mewujudkan  maksud  dari  pasal  tersebut  dan  tidak  mampu  mewujudkan 

tujuan perkawinan; 

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan 

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya” sebagaimana Pasal  34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, 

dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat 

Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut; 
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Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti 

lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum 

Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan 

dengan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  Penggugat 

sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa 

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki 

dan  mempertahankan  rumah  tangga  membawa  akibat  negatif  (mafsadat 

yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat 

dipertimbangkan untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 

K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu 

dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah 

meninggalkan  pihak  lain,  tetapi  yang  perlu  dilihat  adalah  perkawinan  itu 

sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. 

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka 

perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan 

pertengkaran yang terjadi antara suami istri; 

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227  

 ميلع عيمس هلل نإف قلطل اومزع نإو
 

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”; 

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130  

 
Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi 

kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan 

adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”; 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka 

Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalil  gugatannya  oleh  karenanya  dan 
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telah sejalan  dengan  ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 

1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai gugat 

Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor  9 

Tahun  1975    jo  Pasal  116  huruf  (b)  dan  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di 

Indonesia, sehingga permohonan Penggugat patut untuk  dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut  di atas,  maka  petitum  gugatan  Penggugat  mengenai menjatuhkan 

talak satu ba’in sughra Tergugat   terhadap Penggugat tersebut telah 

memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat 

dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang 

Nomor 7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan 

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009,  maka  kepada  Penggugat  dibebani 

untuk membayar biaya perkara ini; 

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan 

perundangan berlaku yang berlaku dan  berhubungan dengan perkara ini;  

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3.  Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan 

Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013 

di  Desa  Simangambat  TB  Kecamatan  xxxxxxxxx  Kabupaten  Mandailing 

Natal; 

4. Menjatuhkan  talak  satu  bain sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

5. Membebankan  kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya  perkara  ini 

sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);  ; 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis  Hakim  yang  dilangsungkan pada hari Selasa  tanggal  30  November 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman  19 dari 19 hal Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pyb 

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal  25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh 

kami  A.Latif  Rusydi  Azhari  Harahap,  S.H.I.,  M.A.,  sebagai  Ketua  Majelis, 

Muhammad  Fadli,  S.H.I.,  dan  Abdul  Azis  Alhamid,  S.H.I.,  masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan 

didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh  Fatimah,  S.H.,  sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

Hakim Anggota, 

 

 

Muhammad Fadli, S.H.I. 

Ketua Majelis, 

 

 

A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A. 

Hakim Anggota, 

 

 

Abdul Azis Alhamid, S.H.I. 

 

     

         Panitera Pengganti, 

 

 

               Fatimah, S.H. 

 
Perincian biaya : 

1.  Pendaftaran   Rp.      30.000,00  

2.  Proses   Rp.      50.000,00  

3.  Panggilan dan PNBP   Rp. 1.520.000,00  

5.  Redaksi   Rp.      10.000,00  

6.  Meterai   Rp.      10.000,00  

 Jumlah Rp.    360.000,00 

Terbilang: tiga ratus enam puluh ribu rupiah 

 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


